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ABSTRAK 
 
Nama  : Fitriatul Awalliah 
Nim  : 10400109009 
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum 
Fakultas : Syariah dan Hukum 
Judul  : Analisis Konsep Wasiat Wajibah Perspektif Ibnu Hazm  
  dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia 
 
Penelitian ini dimaksudkan untuk menyediakan analisis mengenai konsep 
pemikiran  Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah  dan relevansinya dengan Kompilasi 
Hukum Islam. Adapun pokok permasalahannya adalah 1). Apa yang dimaksud 
konsep wasiat wajibah perspektif  Ibn Hazm?. 2). Apa yang dimaksud dengan konsep 
wasiat wajibah perspektif KHI?. 3). Bagaimana relefansi konsep wasiat wajibah 
perspektif Ibn Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia?. 
Dalam membahas permasalahan ini metode penelitian yang digunakan adalah 
kajian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan Syar‟I, Historis dan Filosofis. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif.  
Setelah dilakukan analisis yang mendalam ditemukan bahwa dalam hal 
penerima wasiat ternyata konsep pemikiran Ibnu Hazm tentang wasiat wajibah 
dengan Kompilsi Hukum Islam sangatlah tidak sejalan. Dalam konsep pemikiran 
Ibnu Hazm orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang masih 
memiliki hubugan darah dengan pewasiat yaitu orang tua atau kerabat. Sedangkan 
Kompilasi Hukum Islam memberikan hak wasiat kepada anak angkat atau orang tua 
angkat.  
Dalam hal penentuan jumlah kadar wasiat wajibah yang akan diperoleh bagi 
yang berhak menerimanya antara Ibnu Hazm dan Kompilasi Hukum Islam cenderung 
sama yaitu maksimal sepertiga (1/3). Menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan tentang 
jumlah atau perbandingan harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada 
pertimbangan dan ketulusan masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga 
warisan (harta). Namun Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa jumlah 1/3 harta 
diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari 
pewaris. Pada saat mereka masih ada maka para hakim agama dapat menetapkan 
bagiannya hanya 1/6 harta agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan 
tetap memelihara hubungan sosial antara mereka. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sepanjang kehidupan manusia senantiasa terjadi berbagai hal yang dilakukan 
untuk mendapatkan suatu yang dapat membahagiakan diri dan keluarganya yang 
terkadang membuat mereka tergila-gila dengan harta benda, sehingga banyak di 
antara mereka yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya dan salah 
satunya adalah masalah wasiat. 
Diskursus masalah wasiat wajibah menjadi persoalan tersendiri dalam kajian 
hukum Islam, baik dalam arti wasiat maupun ketika ia ditambahkan kalimat wajibah.
1
 
Wasiat terambil dari kata Arab al-washiyah (jamaknya washaya), secara harfiah 
antara lain berarti pesan, perintah dan nasihat. Jadi wasiat secara istilah ialah 
pernyataan kehendak oleh seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap 
hartanya sesudah dia meninggal kelak.   
Menurut arti kata wasiat dapat pula berarti nasehat-nasehat atau kata-kata yang 
baik yang disampaikan seseorang kepada dan untuk orang lain yang berupa kehendak 
orang yang berwasiat itu untuk dikerjakan terutama nanti sesudah dia telah tidak ada 
                                                          
1
M. Fahmi Al Amruzi, “Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam” (Cet. 
I; Jakarta: 2012), h. 13.  
 
2 
 
di dunia.
2
 Kata wajibah atau wajib berarti, harus melakukan, tidak boleh tidak 
dilaksanakan (ditinggalkan). Menurut Mukhtar Yahya yang dikatakan wajib ialah 
suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan oleh seseorang, maka orang 
yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala dan apabila perbuatan itu 
ditinggalkan oleh seseorang, maka orang yang meninggalkannya akan mendapat 
siksa.
3
 
Jika kata wasiat dihubungkan dengan kata wajibah menjadi “wasiat wajibah” 
maka pegertiannya adalah suatu tindakan pembebanan oleh hakim atau lembaga yang 
mempunyai hak agar harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena pada waktu 
hidupnya tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar diambil sebagian hak atau 
benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu 
pula. 
Wasiat tampak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, 
lebih-lebih dalam masyarakat muslim. Sumber hukum Islam baik al-Quran maupun 
al-Hadis keduanya mengatur ihwal wasiat. 
Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga khususnya hukum keluarga 
Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan 
yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka 
mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat.  
                                                          
2
Sajuti Thalib, “Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia” (Cet. II;, Jakarta: PT. Bina Aksara, 
1984),  h. 87. 
 
3
Mukhtar Yahya dan Factchurrahman, “Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam” (Cet. I; 
Jakarta: Balai Pustaka, 1988)., h. 1006. 
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Dengan hukum waris, ahli waris terutama dzawil furudh atau legiteme portie
4
 
dalam hukum barat dapat perlindungan bagian warisnya, sementara dengan wasiat, di 
luar ahli waris-ahli waris yang mempunyai bagian-bagian yang telah di tentukan di 
dalam al-Quran (dzawil furud) khususnya ahli waris yang mempunyai pertalian darah 
dengan orang yang meninggal dunia (dwail arham) dan bahkan di luar itu sangat 
dimungkinkan mendapatkan bagian harta waris.
5
  
Kecuali itu, melalui wasiat, hak pribadi (perdata) seseorang untuk menyalurkan 
sebagian hartanya kepada orang (pihak) lain yang dia inginkan, tidak menjadi 
terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian harta yang 
lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah.  
Dasar hukum wasiat banyak dijumpai didalam ayat alqur‟an dan hadist 
Rasulullah saw, yang memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi 
seseorang untuk memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada kerabatnya atau 
orang lain yang telah berjasa besar kepadanya, sedang kerabat atau orang tersebut 
tersisih dari pembagian harta warisan.
6
 
Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya ialah firman Allah SWT: 
                                                          
4
Legitieme portie, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat 
dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. 
 
5
Muhammad Amin Suma “Hukum Keluarga Islam di Indonesia” (Cet. II; Jakarta: PT. Raja 
Grafindo Persada, 2005), 128-133.  
 
6
A. Assaad Yunus, Hukum Kewarisan Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130. 
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                                 
               7   
 
Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa. 
 
Maka dalam diskursus ayat di atas diaturlah wasiat yang isinya memberikan 
legalisasi terhadap pemilikan atau pemberian manfaat terrhadap harta benda yang 
dikaitkan dengan waktu setelah kematian seseorang serta dilakukan secara sukarela 
sejalan dengan kehendak Allah untuk mewujudkan hidup yang adil bagi manusia baik 
terhadap individu maupun sosial.  
Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni 
suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan 
bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat 
atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian  ulama berpendapat bahwa  
kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang 
yang bukan kerabat dekat.
8
 Oleh karena masalah wasiat juga termasuk masalah 
warisan maka seseorang tidak diperkenankan untuk berwasiat lebih dari sepertiga 
                                                          
7
Q.S. Al-Baqarah/ 2:180. 
 
8
Moh. Muhibbin, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia  
(Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 148. 
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hartanya. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemashlahatan para ahli waris dan 
kaum kerabat yang ditinggalkan. 
Para ulama sepakat bahwa lafaz kutiba dalam ayat di atas pada dasarnya 
menyatakan wajib. Namun arti tersebut tidak dipegangi karena ada beberapa qarinah, 
yaitu: pertama; ayat-ayat tentang kewarisan yang telah memberikan hak tertentu 
kepada orang tua dan anggota kerabatnya. Kedua; kenyataan sejarah bahwa 
Rasulullah SAW. Dan kebanyakan sahabat tidak melakukan (memberikan) wasiat 
untuk anggota kerabatnya. 
Berdasarkan qarinah-qarinah ini jumhur ulama menetapkan bahwa hukum 
wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunat. Namun kewajiban wasiat 
tetap ada terhadap kewajiban-kewajiban yang belum (harus) ditunaikan seperti utang 
yang tidak mempunyai bukti, zakat yang belum dikeluarakan atau kafarat yang belum 
dibayar.
9
 
Kewajiban wasiat ini bersifat ta’abbudi dan bukan qada’i, maksudnya orang 
tersebut akan berdosa kalau tidak mengerjakannya, namun pengadilan atau keluarga 
yang masih hidup tidak mempunyai hak untuk “mewasiatkan” pelaksanaanya 
sekiranya tidak diucapkan. 
Sedangkan menurut Ibn Hazm, sekiranya seseorang yang meninggal sebelum 
berwasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari 
                                                          
9
Abu Bakar, Al Yasa, Ahli Waris Sepertalian Darah:Kajian Perbandingan Terhadap 
Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Mazhab (Cet. I; Jakarta, INIS, 1998), h. 191.  
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warisannya, sejumlah yang mereka anggap layak.
10
 Ibn Hazm menguatkan 
kesimpulannya dengan berdasar pada ayat dan hadis di antaranya ialah: 
                                   
                 11   
 
Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa. 
 
Ibn Hazm berpendapat bahwa ayat tersebut menunjuk tentang wajibnya wasiat 
kepada kedua orang tua dan kepada kerabat yang karena salah satu sebab sehingga 
mereka tidak memperoleh bagian warisan. Ayat 180 surah al-Baqarah tidak ada nash 
yang menghapus hukumnya. Ayat itu jelas sekali menjelaskan wasiat kepada kedua 
orang tua. Tidak ada ahli waris seseorang yang paling dekat selain kudua orang 
tuanya. Mereka telah diistimewakan dengan disebutkan (dalam ayat itu) karena 
mereka pantas untuk menerima wasiat. Kemudian tema itu bersifat menjadi umum. 
Allah swt berfirman….dan kepada karib kerabat karena kerabat memiliki pengertian 
umum meliputi ahli waris dan bukan ahli waris.
12
 
                                                          
10
Ibid., h.134. 
 
11
Q.S. Al-Baqarah/ 2:180. 
 
12
Ja‟far Subhani, “Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqih” (Cet. II; Jakarta: PT 
LENTERA BASRITAMA, 2002)., h. 216.  
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Sedangkan hadis yang menjadi dasar pemikiran Ibnu Hazm adalah sebagai 
berikut: 
ةبوتكم هدنع  ةتيصوو لاإ نيتليل تيبي ويف ىصوي ئيش ول ئرما قحام.  
 
Artinya: 
Adalah dosa seseorang yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas tidur 
dua malam berturut-turut, kecuali sudah tertulis. 
Jumhur menolak hadis ini dengan alasan ada perubahan matan. Seharusnya 
berbunyi: 
ويف ىصوي نأ ديري ئيش ول 
Artinya:  
Adalah dosa seorang muslim yang ingin mewasiatkan lantas tidur. 
Adapun hadits Rasulullah saw di atas dapat dikompromikan dengan memahami 
ayat  180 surah al-Baqarah secara umum yakni kepada kedua ibu dan bapak dan 
kerabat yang berhak mewarisi maupun tidak berhak. Tetapi mafhum ayat tersebut 
bersifat khusus kepada yang tidak berhak menerima harta warisan saja. 
Namun jumhur menguatkan adanya perubahan matan terhadap hadis tersebut 
yang di sebutkan Ibnu Hazm dengan kenyataan, bahwa rawi-rawi Hadis tidak ada 
yang melakukan wasiat. Ibn Hazm membantah kritikan ini karena ada beberapa sanad 
yang memenuhi syarat, yang tidak disinggung jumhur. 
Sebagian para ulama pun berpendapat bahwa hukum yang terambil dari surah 
al-Baqarah ayat 180 itu hanyalah yang berhubungan dengan orang-orang yang 
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mewarisi. Adapun terhadap kerabat yang terhijab atau tidak menjadi ahli waris, 
kewajiban tersebut tetap ada. dan ada pula yang tidak mewajibkan dengan alasan 
bahwa ayat tersebut telah mansukh hukumnya oleh hadis Rasulullah SAW.
13
 
 ثٍ لَااا لَاوصِل لَاةيَّي صِص لَاو لَالا.  
Artinya: 
Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris (H.R Ahmad, Abu Daud dan Turmizy). 
Hadis di atas menjadi alasan mengapa beberapa Jumhur tidak memberikan 
wasiat kepada orang tua dan kerabat seperti yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm. 
Di lain pihak, Kompilasi Hukum Islam membuat rumusan baru tentang yang 
berhak menerima wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam membatasi pemberian 
wasiat wajibah pada anak angkat atau orang tua angkat, pembatasan ini dilakukan 
karena Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi konsep penggantian 
kedudukan sebagai alternanif pemberian kepada cucu laki-laki dan perrempuan dari 
garis perempuan, baik yang terhalang karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu 
dari pewaris atau ahli waris yang lain. Yang berhak menerima wasiat wajibah adalah 
anak angkat atau orang tua angkat dari orang yang meninggal. 
Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menganalisis 
bagaimana konsep wasiat wajibah menurut pendapat Ibn Hazm serta relevansinya 
dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia hasil dari formulasi fikih yang telah 
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dilegitimasi yakni Kompilasi Hukum Islam yang menjadi salah satu sumber pijakan 
bagi para hakim di Indonesia dalam mengambil keputusan.  
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka penulis memberi 
batasan masalah sebagai berikut: 
1. Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif  Ibn Hazm? 
2. Apa yang dimaksud dengan konsep wasiat wajibah perspektif KHI? 
3. Bagaimana relevansi konsep wasiat wajibah perspektif Ibn Hazm dengan 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia? 
C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian  
1. Definisi Operasional 
Definisi operasional yang dimaksudkan di sini ialah untuk menghindari 
terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami variabel-variabel 
yang terkandung dalam judul. Adapun variabel-variabel yang dimaksud adalah: 
a. Wasiat Wajibah 
Wasiat wajibah terdiri dari dua kata yaitu wasiat dan wajibah. Secara 
bahasa kata “wasiat” berarti berpesan, menetapkan, memerintah. Secara 
terminolology wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa 
benda, piutang, ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat, 
setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Sedangkan kata “Wajibah” berarti 
suatu perbuatan yang apabila perbuatan itu dikerjakan, akan mendapatkan pahala 
dan apabila perbuatan itu ditinggalkan, maka akan mendapat siksa. 
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b. Ibn Hazm 
Pemilik nama lengkap Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm 
ini lahir di Cordova, rabu 30 Ramadhan 384 H/7 November, 994 M, adalah salah 
seorang putra dari mentri di bawah pemerintahan Al-Mansyur bin Abu Amir. Ibn 
Hazm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan, kesenangan, dan 
kemewahan, sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para mentri dan 
para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezki dan pemenuhan harta 
benda. 
14
 
Guru pertama Ibn Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-
Jaswar sebelum tahun 400 H. Guru-guru Ibn Hazm lainnya adalah Abu 
Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah bin yusuf bin nami yang dikenal sebagai 
“tokoh yang santun dan utama, tidak pernah berhenti mengumandangkan alqur‟an 
al-karim di rumah seseorang, berakhlak baik, khusu dan memelihara agamanya.
15
 
Ibn Hazm memiliki karakter dan prilaku luhur sebagai manusia dan 
berilmu dimana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Sebagian dari 
sifat Ibn Hazm ra yang menonjol adalah ikhlas terhadap agama, para sahabat, dan 
guru-gurunya, serta orang-orang yang pernah bertemu dengannya.
16
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Selain guru-guru di atas, Ibn Hazm juga memiliki guru dan menerima 
hadist, Syari‟ah dan Sastra dari para guru di Cordova. Karenanya pada saat itu 
Cordova dipenuhi para ulama besar. 
Dari segi keilmuan Ibn Hazm dikenal dengan keilmuan yang mendalam 
dan kebudayaan yang luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, 
baik yang mendukung maupun yang menentang. Ia menguasai banyak 
perbendaharaan ilmiah dan ensiklopedia pada masanya yang membikin kagum 
para tokoh dan dipuji. 
Ibn Hazm bekerja di istana Umayyah untuk mengembangkan pemerintahan 
Umayyah karena ia melihat bahwa yang paling berhak memegang jabatan 
Khalifah saat itu adalah Bani Umayyah, bukan lainnya. 
Jadi perspektif Ibn Hazm yang dimaksud dalam variabel ini adalah 
bagaimana pandangan Ibn Hazm tersebut terkait dengan masalah wasiat wajibah. 
c. Kompilasi Hukum Islam. 
Pengertian kompilasi hukum Islam ini adalah merupakan rangkuman dari 
berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para 
ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama 
untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. 
Himpunan inilah yang dinamakan kompilasi.
17
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D. Tinjauan Pustaka 
Dalam penyusunan skripsi ini yang terkait dengan judul tersebut digunakan 
beberapa literatur yang terkait dengan beberapa variabel yang terdapat pada judul 
diantaranya adalah sebagai berikut: 
Al yasa Abubakar dalam bukunya Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian 
Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab, dalam buku 
ini dibahas tentang perbandingan wasiat wajib menurut hazairin dengan beberapa 
pendapat ulama mujtahid. 
A Assaad Yunus, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, yang dimana buku 
tersebut membahas tentang masalah wasiat, yang wajib menerima wasiat, cara 
pelaksanaan pembagian hatra warisan dan permasalahannya. 
Fahmi Al Amruzi, dalam bukunya Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam 
Kompilasi Hukum Islam, buku ini membahas Kompilasi Hukum Islam yang sering 
dianggap sebagain produk hukum yang mengatur tentang persoalan “al Ahwulu al 
Syaksiyyah”, dan Wasiat Wajibah yang pada dasarnya berada di antara wasiat dan 
warisan, serta kedudukan anak angkat yang dalam sistem hukum Indonesia 
khususnya hukum Kewarisan.  
Hasbi Ash Shiddieqy, dalam bukunya Fiqh Mawaris, dimana buku ini 
membahas tentang perbandingan hukum kewarisan dalam Islam (hukum al-Quran), 
sejarah pembagian pusaka (warisan) di jaman jahiliyah, selanjutnya buku tersebut 
juga membahas tentang wasiat dan wasiat wajibah. 
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H. Abdurrahman, dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam 
buku ini secara singkat membahas tentang apa dan bagaimana “Kompilasi Hukum 
Islam” dan keberadaannya di Indonesia, demikian pula latar belakang penyusunan 
Kompilasi Hukum Islam, serta landasan dan kedudukannya. 
M. Idris Ramulyo, dalam bukunya Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, 
Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, buku ini 
membahas tentang perbandingan ajaran Ahlu-s-sunnah(syafi‟i) (patrilineal). Hazairin 
(bilateral) Kitab UU Hukum Perdata (BW) dan Praktek di Pengadilan Agama. 
Sajuti Thalib, dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, dimana 
buku tersebut membahas tentang kewarisan Islam yang diberlakukan di Indonesia, 
seperti hibah an wasiat wajibah. 
Zainuddin Ali, dalam bukunya Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, buku 
ini memuat hukum waris dan KUH Perdata, yang dimana salah satu kajiannya adalah 
terkait dengan wasiat dalam hukum Islam serta contoh-contoh pembagian harta 
warisan dalam Islam. 
E.  Metodologi Penelitian 
Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan mengemukakan bentuk-bentuk 
metode yang di gunakan yaitu: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 
deskriptif adalah jenis penelitian yang bersifat menjelaskan dengan  
14 
 
menggunakan berbagai sumber yang berkaitan dengan variabel yang akan 
diteliti.  
2. Metode Pendekatan 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan sebagai 
berikut: 
a) Pendekatan Syar‟i, yaitu suatu pendekatan dengan menggali hukum Islam 
khususnya berkaitan dengan sejarah pembentukan hukum Islam. 
b) Pendekatan Historis, yaitu suatu pendekatan dengan cara mempelajari 
sejarah pembentukan hukum Islam. 
c) Pendekatan filosofis, yaitu cara pandang atau paradigma yang bertujuan 
untuk menjelaskan inti, hakikat, atau hikmah mengenai sesuatu yang berada 
dibalik objek formalnya. 
3. Metode pengumpulan data 
Untuk memperoleh data, penulis menggunakan library search 
(kepustakaan), yaitu suatu tekhnik pengumpulan data melalui kepustakaan 
dengan menelaah berbagai litaratur atau karya ilmiah yang berhubungan dengan 
pembahasan yang diinginkan. 
4. Metode Pengolahan Data 
Setelah data dikumpulkan, maka penulis mengolah data dengan 
menggunakan metode pengolahan data kualitatif, yaitu suatu pengolahan data 
yang bukan berbentuk angka-angka berupa statistik, tetapi data diolah 
berdasarkan mutunya. Dan data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka, 
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sehingga tidak disusun secara klasifikasi, tetapi hanya merupakan nilai teoritis 
yang diolah dalam rangka memecahkan problematika yang terkandung dalam 
skripsi. 
5. Metode Analisis 
a) Induktif adalah suatu penulisan yang bertitik tolak pada fakta-fakta yang 
bersifat khusus kemudian dianalisis untuk memperoleh hal yang bersifat 
umum. 
b) Deduktif adalah suatu penulisan yang membandingkan antara data yang satu 
dengan data yang lainnya, kemudian mengambil kesimpulan. 
Jadi dengan adanya metode-metode tersebut, penulis akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan 
pembahasan skripsi ini, kemudian membahasnya secara terarah untuk mendapatkan 
pemahaman yang lebih mendalam terhadap masalah-masalah yang timbul dalam 
judul skripsi ini. 
F. Tujuan dan Kegunaan 
Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini, penulis mengkaji dan 
menganalisa tentang masalah yang menyangkut wasiat wajibah perspektif Ibn Hazm 
kemudian di hubungkan dengan wasiat wajibah yang terangkum dalam Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat di lihat apakah wasiat wajibah menurut 
Ibn Hazm ini relevan atau tidak dengan wasiat wajibah yang di terapkan di dalam 
Kompilasi Hukum Islam. 
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Sedangkan yang menjadi kegunaan dalam pembahasan skripsi ini, penulis 
berharap dapat memberikan manfat kepada para pembaca terutama kepada peminat 
masalah wasiat wajibah  dalam hubungannya dengan kompilasi hukum Islam. 
Sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat 
terhadap masalah kewarisan Islam secara umum dan terhadap masalah wasiat wajibah 
secara khusus. 
G. Garis-Garis Besar Skripsi (out line) 
Untuk memperoleh gambaran umum tentang skripsi ini, maka penulis 
mengemukakan garis-garis besar skripsi yang terdiri dari lima bab yakni sebagai 
berikut: 
Bab pertama, sebagai bab pendahuluan yang memuat petunjuk dasar yang 
bertujuan untuk mengatur pembaca memahami tulisan karya ilmiah ini, berikut 
petunjuk dasar yang dimaksud adalah latar belakang masalah, rumusan masalah 
definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, tujuan dan kegunaan, serta 
garis-garis besar skripsi ini. 
Bab kedua adalah biografi Ibnu Hazm serta tinjauan umum tentang konsep 
wasiat wajibah perspektf Ibnu Hazm, seperti pengertian, rukun dan syarat, serta kadar 
pemberian wasiat wajibah. 
Bab ketiga adalah bab yang membahas masalah wasiat wajibah menurut 
Kompilasi Hukum Islam, dimulai dari tinjauan umum wasiat wajibah dalam KHI, 
pengertian, rukun dan syarat serta kadar pemberian wasiat. 
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Bab keempat adalah bab tentang hasil analisis dari konsep wasiat wajibah 
perspektif Ibnu Hazm dan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam yang 
terdiri dari persamaan, perbedaan serta relevansi antara wasiat wajibah perspektif 
Ibnu Hazm dengan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF 
IBNU HAZM 
A. Biografi Ibnu Hazm 
1. Nasab dan kelahirannya 
Pemilik nama lengkap Ali bin Ahmad bin Sa‟id bin Hazm bin Ghalib Bin 
Shalih bin Khalaf Ma‟dan Bin Sufyan Bin Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin 
Umayyah bin Abd Syams al-Umawi lahir di daerah tenggara kota Cordova pada hari 
terakhir Ramadhan 384 H sebelum terbitnya matahari dan ketika sang imam shalat 
subuh selesai mengucapkan salam.
18
 Kelahiran Ibn Hazm ini bertepatan dengan 7 
November 994 M. ia lahir di rumah ayahnya ketika jabatan menterinya sudah dijalani 
selama tiga tahun pada pemerintahan al-Hijab al-Manshur. 
Sejarah kelahiran Ibnu Hazm ini telah diserahkan oleh Abu Muhammad dengan 
tulisan tangannya kepada hakim sa‟id Bin Ahmad al-Andalusia. Perhatian dan 
ketelitian atas kelahirannya ini menunjukan bahwa kedudukan keluarga Ibnu Hazm 
dikenal terpandang dan mulia. 
Kakeknya Yazid, adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari para 
kakeknya. Ia berasal dari Persia. Sedangkan Khallaf,
19
 adalah kakeknya yang pertama 
kali masuk ke negeri Andalusia. Sedangkan julukannya, seperti tercantum dalam al-
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fashl dan beberapa karyanya, adalah “Abu Muhammad,” namun ia lebih dikenal 
dengan sebutan “Ibn Hazm.” Nasabnya, seperti disebut oleh Ibnu Khalikan dan 
beberapa sejarawan semisal al-Maqqari, adz-Dzahabi, al-Humaidi, dan Ibnu „Imad, 
menunjukan bahwa ia berkaitan dengan sebuah keluarga Persia. Karena, kakeknya 
yang pertama masuk Islam, Yazid, adalah budak Yazid bin Abi Sufyan saudara 
Mu‟awiyah bin bin Abi Sufyan, yang masuk Islam pada hari penaklukan (al-fath) dan 
diangkat oleh Abu Bakar sebagai pimpinan pasukan pertama yang berangkat untuk 
menaklukan Negara Syam.
20
 
2. Keluarga 
Para sejarawan menyebutkan bahwa keluarga Ibnu Hazm memiliki kedudukan 
dan nasab mulia. Al-Fath bin Khaqan berkata, “Keluarga Hazm adalah generasi 
berilmu dan beradab, mulia dan terpandang, lebih dari satu orang yang menduduki 
menteri, dan memiliki wibawa yang luas di Cordova. 
Ayahnya Ahmad bin Sa‟id, termasuk golongan orang cerdas yang memperoleh 
keilmuan di bidang ilmu dan kebudayaan. Karena kecerdasan itulah, ia merasa heran 
terhadap orang yang kacau dalam perkataannya, ia berkata sungguh saya heran 
terhadap orang yang kacau balau dalam khithabah (pidato)-nya, atau tidak tepat 
dalam penulisannya. Karenanya, jika orang tersebut ragu dalam sesuatu, ia harus 
meninggalkannya dan berpindah pada pada hal yang tidak diragukannya, karena 
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sesungguhnya kalam lebih luas daripada ini. Sebagian dari nasihat yang selalu 
diulang-ulangi kepada anaknya (Abu Muhammad bin Hazm) adalah  
jika engkau ingin hidup dalam keadaan kaya  
maka engkau harus selalu menerima keadaan di bawahnya.
21
 
Ibnu Hazm mempunyai saudara tua dengan julukan Abu Bakar yang menikah 
dengan Atikah, putrid Qindi, seseorang yang berseteru pada masa al-Manshur bin Abi 
Amir. Ibnu Hazm menggambarkan keadaan pribadi istri kakaknya, “ ia memiliki 
kecantikan yang luar biasa, pribadi yang luhur, dan tidak ada yang menandingi 
keutamaannya. 
Dapat dipastikan bahwa Ibnu Hazm tidak memiliki saudara lagi kecuali Abu 
Bakar tersebut. Hal ini dapat dilihat dari bukunya yang tidak dapat dilacak berjudul 
Tawarikh A‟mamih wa Abih wa Akhih. Kata Akhih (saudaranya) menunjukan arti 
tunggal (singular) bukan jamak. Yang juga tergolong sebagai orang pandai di 
keluarga itu adalah Ahmad bin Abdurrahman bin Sa‟id bin Hazm, ayah Abi al-
Mughirah Abdul Wahhab bin Hazm. 
Keluarga Ibnu Hazm sebelum hijrah ke Cordozva berasal dari desa Muntaikher 
atua Muntaikhi, yaitu sebuah desa yang terletak di daerah Walbah, sebelah Barat 
Daya Andalusia. Yaqut berkata, “Daerah itu dahulunya adalah asal keturunan Ibnu 
Hazm sebelumnya”. 
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3. Pertumbuhan pribadi 
Ibnu Hazm tumbuh berkembang dengan diliputi kenikmatan dan kesenangan, 
dan kemewahan, sebuah kondisi yang biasa dialami oleh putra-putra para menteri dan 
para penguasa yang tidak pernah kesulitan dalam rezeki dan pemenuhan harta benda. 
Ibnu Hazm merasakan kenikmatan ini yang dilukiskan dalam karyanya thauq al-
Hamamah yang menggambarkan tentang keluasan rumah yang dipenuhi para 
pelayan.  
Namun kenikmatan di atas tidak mempengaruhi seorang pemuda seperti Ibnu 
Hazm ini. Segala cobaan dan kekerasan hidup menimpanya, karena ayahnya dahulu 
adalah seorang menteri. Dalam hal ini hakin pernah berkata, “ siapa yang makan dari 
harta seorang raja, maka sesungguhnya ia telah menginjakkan darah ke kakinya, 
22
 
khususnya ketika terjadi pergantian pemerintahan dari satu penguasa ke penguasa 
lainnya. Ibnu Hazm mulai merasakan pahit getirnya kehidupan setelah kepemimpinan 
Hisyam al-Muayya, dimana keluarganya banyak mendapat kesukaran dan perlakuan 
otoriter dari para pemimpin negara, mereka ditahan, diasingkan, dan dililit hutang 
serta diterpa banyak fitnah sampai wafat ayahnya yang menjadi menteri. Peristiwa ini 
terjadi hari sabtu setelah waktu ashar, dua malam terakhir bulan Zulkaidah 402 H. 
Peristiwa kelabu itu berlanjut menimpa keluarga Ibnu Hazm ketika saudaranya, 
Abu Bakar, meninggal dunia akibat penyakit, wabah yang menyerang Cordova pada 
bulan Zulkaidah/November 402 H. saat Ibnu Hazm berumur 22 tahun. 
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Peristiwa itu merupakan periode awal dari kehidupan Ibnu Hazm, yaitu selama 
25 tahun di mana ia mengalami manis getirnya kehidupan. Gambaran kehidupannya 
di mulai dari rumah ayahnya, dimana ia mengalami banyak cobaan dan fitnah yang 
sebaianya timbul akibat faktor politik dan sebagian lagi semata-mata perbuatan 
takdir.  
4. Guru-gurunya 
Guru pertama Ibnu Hazm adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-
Jazwar sebelum tahun 400 H. sedangkan di bidang logika adalah Muhammad bin al 
Hasan al-Madzhajj yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-kattani yang dikenal sebagai 
seorang penyair, ahli sastra, dan dokter dengan beberapa karangan lainnya seperti di 
bidang kedokteran, yang dipandang sebagai karya bernilai tinggi, atau dibidang 
filsafat yang dipandang sebagai karya termansyur, bagus, bernilai tinggi, dan 
bermanfaat.
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Pengarang Mu‟jam al-Udaba‟, Yaqut al-Hamawi menyebut bahwa Ibnu Hazm 
pertama kali belajar ilmu fikih dari al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun yang 
fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova. Ia juga mengajar ilmu fikih dan hadist 
dari Ali Abdullah al-Adzi yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Fardhi. Di Cordova, 
gurunya yang satu ini tidak tertandingi dibidang keluasan periwayatan dan hafalan 
hadis, pengetahuan tokoh-tokoh hadis, kecenderungan pada ilmu pengetahuan dan 
sastra, dan kefasihan. 
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Guru-guru Ibnu Hazm lainya adalah Abu Muhammad ar-Rahuni dan Abdullah 
bin Yusuf bin Nami, Mas‟ud bin Sulaiman bin Maflat Abu al- Khayyar. Dari guru ini, 
Ibnu Hazm menerima pendapatnya tentang mazhab azh-Zhahiri sehingga ia menjadi 
pemimpin tunggal mazhab ini. 
Ibnu Hazm belajar Logika dan Kalam dari Abu al-Qasim Abdurrahman bin 
Abu Yazid al-Mishri. Dan selain guru-guru di atas, Ibnu Hazm memiliki banyak guru 
dan menerima hadis, syari‟ah, dan sastra dari para guru di Cordova. Karenanya, saat 
itu Cordova dipenuhi para ulama besar. 
5. Murid-Muridnya 
Murid-murid Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr 
Futuh al-Azdi al-Humaidi al-Andalusia al-Miwarqi, sebagian dari murid-murid 
khusus Ibnu Hazm adalah al- Qadhi Abu al-Qasim Sa‟id bin Ahmad al-Andalusia, 
Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-Arabi di mana muridnya, 
Muhammad bin Tharkhan, seperti yang diceritakan yaqut dari Abu Bakar, ia berkata, 
Al-Wazir Al-Iman Abu Muhammad bin „Arabi berkata kepadaku, saya berteman 
dengan asy-Syaikh al-Iman Abu Muhammad Ali bin Hazm selama 7 tahun dan saya 
belajar darinya seluruh karyanya, kecuali jilid akhir dari kitab al-fashl yang pada 
asalnya terdiri dari 6 jilid, jadi sekitar 1/6 yang terlewatkan. Saya juga telah membaca 
kitab al-Ishal sebanyak 4 jilid. Dan tidak ada yang terlewatkan oleh saya dari 
karangan-karangannya kecuali apa yang telah saya sebutkan dan bagian kitab al-Ishal 
yang belum say abaca. Pada Imam Abu Muhammad Ibnu hazm terdapat kitab al-Ishal 
24 
 
sebanyak 24 jilid dengan tulisan tangan sendiri dan termasuk catatan karyanya yang 
terakhir.
24
 
Keilmuan Ibnu Hazm juga dikembangkan di wilayah Negara timur oleh 
anaknya, Abu Rafi‟ yang diriwayatkan oleh kedua anaknya, Abu Usamah Ya‟qub dan 
Abu Sulaiman al-Mush‟ab. Mereka adalah murid-murid Ibnu Hazm paling menonjol 
yang belajar darinya dan mendapat pengaruh darinya.  
6. Keilmuan 
Ibnu Hazm terkenal dengan keilmuan yang mendalam dan kebudayaan yang 
luas. Hal ini tidak dipungkiri oleh tokoh-tokoh semasanya, baik yang mendukung 
maupun yang menentang. Ia menguasai banyak perbendaharaan ilmiah dan 
ensiklopedia pada masanya yang membuat kagum para tokoh dan dipuji. Al-Imam 
adz-Dzahabi berkata, ia (Ibnu Hazm) dikenal sangat cerdas, kuat hafalan, dan luas 
perbendaharaan keilmuan. Sementara al-Ghazali berkomentar tentang kary Ibnu 
Hazm, Fi Asma‟ Allah al-Husna yang menunjukan kekuatan hafalan dan kecerdasan 
pribadinya.  
Menurut Abu al-Qasim Sa‟id, para tokoh Andalusia sepakat adanya penguasaan 
ilmu-ilmu Islam, Islam, luasnya pengetahuan mereka tentang ilmu logika, besarnya 
sumbangsi Ibnu Hazm dibidang balaghah, syair, sunah, dan atsar. Al-Humaidi 
berkomentar tentang Ibnu Hazm, Abu Muhammad Ibnu Hazm dikenal hafidz di 
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bidang hadis, menguasai istimbath hukum-hukum dari al-Quran al-Karim dan al-
Sunah, menguasai beragam ilmu dan beramal dengannya.
25
 
Ibnu Hazm terkenal istiqamah terhadap ilmu, kontinyu atas penyusunan buku, 
dan memperbanyak karangan buku sehingga karya-karyanya melimpah ruah bagai 
muatan onta. Karenanya anaknya al-Fadhl al-Makani Abu Rafi‟ berkata “Jumlah 
karya-karyanya di bidang fikih, hadis, ushul, sekte dan mazhab keagamaan dan 
lainnya, seperti sejarah dan sastra serta penolakannya atas lawannya sebanyak 400 
jilid atau buah buku yang jumlah keseluruhannya sekitar 80.000 lembar.” Ini 
merupakan suatu prestasi yang tidak pernah dilakukakan seorang pun semasa 
kedaulatan Islam sebelumnya kecuali oleh Abu Ja‟far Muhammad bin Jarir al-
Thabari, karena dialah yang terbanyak karyanya di antara tokoh Islam. 
7. Jabatan di Pemerintahan  
Ibnu Hazm bekerja di istana Umayyah untuk mengembangkan pemerintahan 
Umayyah karena ia melihat bahwa yang paling berhak memegang jabatan khalifah 
(saat itu) adalah Bani Umayyah, bukan lainnya. Ibnu Hazm menginginkan 
pemerintahan Umayyah bangkit lagi di bawah kepemimpinan al-Murtadha dan 
membangun Andalusia dalam waktu dekat. 
26
 
Berkat jasanya ini, al-Murtadha mengangkat Ibnu Hazm menjadi salah satu 
menterinya. Namun posisi ini dipegang tidak lama karena al-Murtadha dibunuh 
sehingga Ibnu Hazm berada di bawah kekuasaan musuh-musuhnya. Peristiwa ini 
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terjadi pada tahun 403 H, setahun setelah kematian ayahnya. 
27
 Kemudian Ibnu Hazm 
menjadi menteri lagi pada pemerintahan Abdurrahman bin Hasyim bin Abdul Jabbar 
yang dibaiat menjadi Khalifah saat berumur 22 tahun oleh penduduk Cordova pada 
bulan Ramadhan 414 H,. 
Selang beberapa tahun kemudian, Ibnu Hazm memegang jabatan menteri lagi 
pada masa pemerintahan Hisyam bin al-Mu‟tad Billah bin Muhammad bin Abdul 
Malik bin Abdurrahman an-Nashir yang memerintah selama dua tahun berselang, 418 
H dan 422 H. Ini merupakan jabatan kementrian dan politik yang terakhir baginya, 
dan ia kembali menekuni bidang keilmuan, atsar, dan sunah.
28
 
8. Karakter Pribadi 
Ibnu Hazm memiliki karakter dan prilaku luhur sebagai manusia mulia dan 
berilmu di mana banyak dikaji dan didiskusikan karya-karyanya. Beberapa hal yang 
mendukung kearah sana adalah Ibnu Hazm menguasai beberapa karya tokoh 
masyarakat beserta dalil dan argumentasinya. Ia juga hafal took-tokoh masa lalu dan 
menghubungkan ilmu-ilmunya dalam sebuah diskursus pemikiran di antara para 
ulama dan ahli hukum (fuqaha) sezamannya.
29
 
Ibnu Hazm dikenal dengan keluhuran dan keindahan pribadinya. Sebagian sifat 
Ibnu Hazm ra yang menonjol adalah ikhlas terhadap agama, para kerabat, dan guru-
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gurunya, bahkan ikhlas untuk (menyerahkan) benda-benda ketika member pada 
pengungsi ke kota Cordova padahal ia sendiri membutuhkan, ia juga dikenal 
memiliki kepribadian yang ramah. 
Kemampuan menahan nafsu dan kesucian jiwanya. Hal ini dalam menolak para 
lawannya, kemungkinan adanya kemuakan mendalam yang menyebabkannya bosan, 
kurang sabar, dan gregetan, terutama kekerasan dari kebanyakan orang yang 
dijumpainya pada masa itu dan penipuan yang sampai membakar beberapa 
kitabnya.
30
 
9. Waktu Wafat 
Ibnu Khalikan menyebutkan bahwa Ibnu Hazm wafat pada hari Ahad, dua 
hari terakhir bulan Sya‟ban 456 H di padang Labiah. Ada juga yang menyebut bahwa 
ia wafat di Muntu Laisyim, desa kelahiran Ibnu Hazm. Umurnya ketika wafat adalah 
71 tahun 10 bulan 29 hari. 
B. Pengertian dan Dasar Hukum Wasiat Wajibah 
1. Pengetian 
Ibnu Hazm yang berpendapat dalam uraiannya dalam kitabnya al-Muhalla 
mengatakan: 
“Diwajibkan atas setiap muslim untuk berwasiat bagi kerabatnya yang tidak 
mewarisi disebabkan adanya perbudakan, adanya kekufuran (non muslim), 
karena terhijab atau kaena tidak mendapat warisan (karena bukan ahli waris), 
maka hendaklah ia berwasiat untuk mereka serelanya, dalam hal ini tidak ada 
batasan tertentu. Apabila ia tidak berwasiat (bagi mereka), maka tidak boleh 
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tidak ahli waris atau wali yang mengurus wasiat untuk memberikan wasiat 
tersebut kepada mereka (kerabat) menurut kepatutan. Andaikan kedua orng tua 
atau salah satunya tidak beragama Islam (non muslim) atau menjadi budak, atau 
salah satu dari keduanya. Apabila ia tidak berwasiat, maka harus diberikan 
harta (kepada orang tua) tidak boleh tidak. Setelah itu ia boleh berwasiat 
sekehendaknya. Apabila berwasiat bagi tiga orang kerabat di atas, hal itu telah 
memadai
31
 
Dari uraian Ibnu Hazm di atas jelas tampak bahwa kedua orang tua dan kerabat 
yang tidak mewarisi, salah satunya disebabkan tidak beragama Islam (non muslim) 
wajib diberi wasiat. Yang dimaksud kerabat menurut Ibnu Hazm adalah orang yang 
apabila ditelusuri masih ada hubungan darah dari pihak ayah atau ibunya, atau semua 
keturunan yang masih memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu samapi terus ke 
bawah. 
Jadi pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah 
pemberian kepemilikan harta dari pewasiat  baik harta yang ditinggalkan tersebut 
banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau kerabat yang 
sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena orang tua atau 
kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang akan berlaku setelah 
pewasiat meninggal dunia. 
2. Dasar Hukum  
Ibnu Hazm  mengatakan sekiranya seseorang meninggal sebelum berwasiat, 
maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisannya, 
                                                          
31
 Ibnu Hazm, “Al-Muhalla”, (Jilid. IX;, Beriut: Dar Al-Fikr), h. 314. 
 
29 
 
sejumlah yang mereka anggap layak. Dan Ibnu Hazm mendasarkan pendapatnya 
dalam surah al-Baqarah ayat 180. 
                                           
       
Terjemahnya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf,
32
 (Ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa. 
Maksud dari ayat di atas, yang dimaksud dengan kedatangan tanda-tanda 
kematian adalah kemunculan tanda-tandanya seperti sakit, usia tua, dan sebagainya, 
bukan ketika melihat malaikat pencabut nyawa. Sebab ketika melihat malaikat 
pencabut nyawa, seseorang tidak sempat lagi untuk berwasiat.
33
 
Menurut Ibnu Hazm yang mengatakan hukum asal dari wasiat adalah wajib 
dilakukan oleh orang yang mempunyai harta baik banyak maupun sedikit.
 34
 Pendapat 
ini berasal dari pendapat Abdullah bin Umar thalkhah Zabair, Abdullah bin Aufa, 
Thowus, as-Sya‟bi dan Az-Zuhri. Mereka beralasan dengan arti dzahir ayat 180 surah 
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al-Baqarah pada kata ب تآ yang berarti ضر ف yang diartikan dengan kewajiban oleh 
karena itu maka hukum wasiat adalah wajib.  
Dalam kitabnya al-Muhallah Ibnu Hazm berpendapat bahwa wajib berwasiat 
kepada kaum kerabat yang tidak mendapatkan bahagian harta pusaka. Karena 
penurunan ayat pusaka yang menerangkan hak faraid bagi waris-waris tidak 
menassakhkan kewajiban berwasiat bahkan peruntukan ayat wasiat tersebut 
dikhususkan bagi ahli-ahli waris yang tidak mendapat pusaka disebabkan oleh 
halangan-halangan tertentu. Dengan kata lain, berwasiat kepada ahli keluarga yang 
tidak mendapat pusaka merupakan kewajiban yang perlu dilaksanakan. Dalam hal ini 
Ibnu Hazm menegaskan bahwa kewajiban itu tidak gugur meskipun selepas kematian 
seseorang muslim dan menjadi kewajiban kepada waris atau pentadbir harta untuk 
menyempurnakan tanggung jawab tersebut menurut kadar yang berpatutan tampa 
menimbulkan kesusahan kepada waris-waris yang dtinggalkan. 
Ibnu Hazm juga menguatkan kesimpulannya dengan beberapa hadist lain:
35
  
ةبوتكم هدنع  ةتيصوو لاإ نيتليل تيبي ويف ىصوي ئيش ول ئرما قحام.  
Artinya:  
Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas 
tidur dua malam berturut-turut, kecuali wasiatnya itu sudah tertulis. 
Jumhur menolak hadis ini dengan alasan ada perubahan matan. Seharusnya 
berbunyi: 
                                                          
35
Ibid., h. 313.   
 
31 
 
ويف ىصوي نأ ديري ئيش ول 
Artinya: 
Adalah dosa seorang muslim yang ingin mewasiatkan lantas tidur. 
 
Setelah itu jumhur menguatkan adanya perubahan matan tersebut dengan 
kenyataan, bahwa rawi-rawi Hadis tidak ada yang melakukan wasiat. Ibn Hazm 
membantah kritikan ini karena ada beberapa sanad yang memenuhi syarat, yang tidak 
disinggung oleh jumhur.
36
 
C. Rukun dan Syarat 
Ibnu Hazm tidak menerangkan secara jelas tentang rukun dan syarat dalam 
wasiat wajibah namun bila ditinjau dari pengertian wasiat wajibah yang dimaksudkan 
Ibnu Hazm, bahwa wasiat wajibah adalah pemberian suatu benda dari pewasiat 
kepada penerima wasiat yang tidak termasuk ahli waris. Jadi dari pengertian tersebut 
berarti rukun wasiat yang dimaksudkan Ibnu Hazm adalah (1) Pewasiat (mushi), (2) 
Penerima wasiat (mushalahu), (3) Benda atau harta yang diberikan (mushabihi).  
Sedangkan syarat-syarat yang dicantumkan Ibnu Hazm kepada pewasiat, 
penerima wasiat dan harta yang diwasiatkan yang dimaksudkan adalah. 
1. Pewasiat  
Pewasiat yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah orang yang sudah 
meninggal dunia dan meninggalkan harta baik harta tersebut tergolong banyak 
maupun sedikit, dan meninggalkan ahli waris serta keluarga atau kerabatnya.
37
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2. Penerima Wasiat (mushalahu) 
Penerima wasiat yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah mereka yang masih 
memiliki ikatan darah dengan pewasiat seperti orang tua dan kerabatnya.
38
 
3. Benda atau harta yang diberikan (mushabihi).  
Dalam hal harta atau benda Ibnu Hazm tidak menjelaskan secara jelas tentang 
jenis harta atau benda yang akan diwasiatkan namun bila ditiinjau dari pengertian 
harta maka harta atau benda yang dimaksudkan itu adalah suatu yang memiliki nilai 
manfaat dan dapat digunakan oleh ahli waris dan penerima wasiat yang 
ditinggalkan.
39
 
4. Bentuk Wasiat 
Untuk masalah bentuk wasiat, Ibnu Hazm tidak menjelaskan secara jelas 
apakah wasiat tersebut harus dengan lisan atau tulisan, namun bila merujuk pada 
hadis yang menjadi dasar pemikirannya memberlakukan wasiat wajibah tersebut 
“Adalah dosa seorang muslim yang mempunyai sesuatu guna diwasiatkan lantas 
tidur dua malam berturt-turut, kevuali wasiatnya itu sudah tertulis”. Maka bentuk 
wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dapat berupa lisan maupun tulisan.
40
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5. Batalnya Wasiat 
Dalam hal batalnya wasiat Ibnu Hazm tidak menjelaskannya secara jelas namun 
untuk masalah siapa berhak melaksanakan atau mengubah sebuah wasiat hal itu di 
serahkan kepada ahli waris atau pemegang wasiat.
41
 
D. Kadar Pemberian Wasian 
Menurut Ibnu Hazm tidak ada ketentuan tentang jumlah atau perbandingan 
harta yang diwasiatkan. Hal ini diserahkan kepada pertimbangan dan ketulusan 
masing-masing, asal masih dalam batas sepertiga warisan (harta). Namun beliau 
memberi batas minimal tentang jumlah orang yang akan menerimanya. Kalau kerabat 
yang tidak mewarisi tersebut banyak, maka dia harus berwasiat sekurang-kurangnya 
kepada tiga orang. 
Sekiranya dia berwasiat kepada orang yang bukan kerabat, maka dua pertiga 
(2/3) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya sepertiga (1/3) 
yang diserahkan sesuai dengan wasiat asli. Dan yang berkewajiban melaksanakan 
(mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau pemegang wasiat. 
Kerabat adalah orang-orang sepertalian darah di mulai dari orang tua. Dengan 
kata lain, seorang wajib berwasiat kepada ayah dan ibu serta keturunan ayah dan ibu, 
baik melalui dia sendiri maupun yang melalui saudara-saudaranya sekiranya ada yang 
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tidak mewarisi.
42
 Ibnu Hazm menisbahkan pendapat yang dia ikuti ini kepada Masruq 
(63/682), Sa‟id ibn al-Musayyab (94/712) dan „Abd al-Malik ibn Ya‟la.43 
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  BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT WAJIBAH MENURUT KHI DI 
INDONESIA 
 
A. Wasiat Wajibah dalam KHI di Indonesia 
Istilah wasiat wajibah dipergunakan pertama kali di Mesir melalui UU Hukum 
Waris 1946 untuk menegakkan keadilan dan membantu cucu yang tidak memperoleh 
hak warisnya. Ketentuan hukum  ini bermanfaat bagi anak-anak dari anak laki-laki 
yang meninggal (ibnu al-ibn) atau anak laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah. 
Sedangkan untuk garis anak perempuan hanya berlaku untuk anak dari anak 
perempuan saja tidak berlanjut sampai generasi selanjutnya.  
Pemberian wasiat wajibah ini harus tidak melebihi dari sepertiga tirkah yaitu 
harta yang ditinggalkan. Selain Mesir, deberlakukan pula di Negara-negara yang 
mayoritas muslim seperti Tunisia, Yorlandia, Syiria, dan termasuk di Indonesia.
44
 
Pendapat yang menyatakan bahwa wasiat wajibah yang ada di Indonesia 
sebagaimana yang tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam adalah adopsi pemahaman 
hukum yang ada di Mesir bisa dikatakan ada benarnya hanya wasiat wajibah di sini 
ditujukan bukan pada anak angkat tetapi untuk membantu para cucu pancar lelaki 
terlebih bagi cucu pancar perempuan, diantaranya sbb: 
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1. Cucu lelaki pancar lelaki. Ia terhijab jika ada anak lelaki dari pewaris. Tetapi ia 
tidak terhijab dengan adanya anak perempuan. Cucu lelaki pancar lelaki 
mendapat ashobah bila tidak ada anak lelaki langsung pewaris. Jika ia bersama 
dengan cucu perempuan pancar lelaki maka mereka berbagi 2:1 mewarisi 
secara bersama. Namun mereka tidak beroleh apa-apa jika ada ashabul furud 
yang menghabisi harta. Ia dapat menghijab semua saudara pewaris dan 
seterusnya. 
2. Cucu perempuan pancar lelaki memperoleh separoh (1/2) bila ia seorang diri 
dan dua pertiga (2/3) bila ia dua orang atau lebih. Dan beroleh ushubah bila ia 
bersama dengan orang yang sederajat dengannya seperti cucu lelaki pancar 
lelaki. Ia dapat menghijab saudar seibu dan Saudadi seibu pewaris. Namun ia 
dapat dihijab oleh adanya dua 92) orang anak perempuan pewaris, maupun 
far‟u waris yang lebih tinggi seperti anak lelaki pewaris. 
3. Cucu lelaki maupun perempuan pancar perempuan adalah dzawil arham yaitu 
mereka tidak dapat mewarisi harta pewaris jika masih ada pa ashabul furud 
kecuali suami/istri pewaris.
45
 
Para cucu di atas memungkinkan tidak memperoleh waris dalam berbagai 
keadaan. Maka dengan diadakannya pemberian berupa wasiat wajibah akan terjadilah 
kemungkinan beroleh waris. Untuk itu ada berbagai pendapat para yuris Islam cara 
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pembagian untuk mereka seperti kelompok ahli tanjil, kelompok ahli qarabah dan 
kelompok ahli rahim. 
Kompilasi Hukum Islam tidak hanya membatasi persoalan pada para cucu 
tetapi juga terhadap anak angkat yang jelas bukan memiliki kekerabatan apapun 
sekalipun jauh. Mereka akan mendapat bagian wasiat wajibah sebagaimana para cucu 
yang memungkinkan beroleh wasiat wajibah. Sebagaimana tersebut dalam pasal 209: 
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 
pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan anak angkatnya. 
(2) terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 
Konsep yang mendasar dari pasal tersebut bahwa wasiat mengutamakan orang 
lain yang bukan ahli waris. Sedang orang tersebut biasanya adalah anak angkat. 
Pasal 209 ayat (2) di atas memberikan gambaran bahwa anak angkat dapat 
menerima wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. 
Secara sosiologis, kebanyakan memang dalam masyarakat, seseorang yang memiliki 
anak angkat biasanya karena tidak memiliki anak kandung. Dengan kata lain, 
pasangan suami istri yang tak memiliki keturunanlah yang biasanya mengangkat anak 
orang lain sebagai anak angkat.
46
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Kebanyakan di Indonesia, anak angkat diangkat sebagai anak sejak kecil, 
dipelihara bahkan dikasihsayangi layaknya sebagai anak sendiri. Persoalannya adalah 
dalam beberapa kasus ketika orang tua angkatnya telah meninggal dunia,  
Sementara saudara orang tua angkat akan datang dan mengambil harta 
peninggalan orang tua angkat tampa memperdulikan nasip anak angkat. Alasan 
mereka didasarkan pada hukum kewarisan bahwa anak angkat bukanlah ahli waris 
dari orang tua angkatnya. Berdasar norma inilah, beberapa kasus terlantarnya anak 
angkat dan tidak adanya pembelaan terhadap mereka memungkinkan timbulnya 
pemikiran untuk melindungi mereka. 
Konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat 
yang tak mendapat hak peroleh waris dan juga terhadap orang lain. Dari pemahaman 
inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat sehingga sampai pada 
penalaran tentang kedudukan hukumnya.
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Terakhir menyangkut wasiat wajibah. Yaitu kapan wasiat wajibah terjadi dan 
mengapa ia mesti diadakan. Atas dasar ini pula Kompilasi Hukum Islam menunjuk 
wasiat wajibah terjadi pada anak angkat bukan pada cucu seperti yang ada di Mesir 
dan umum negara mayoritas Islam di Timur Tengah. Sebab para cucu dalam 
Kompilasi Hukum Islam telah mendapat bagian mereka melalui waris pergantian. 
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Sebagian ahli hukum Islam melalui pemahamannya seperti yang ada di Mesir 
sebagaimana pendapat Fathurrahman bahwa wasiat wajibah adalah hanya terhadap 
cucu laki-laki maupun cucu perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau 
bersama-sama dengan kakek/neneknya. 
Senada dengan yang di atas Mohd Zamro Muda mengatakan bahwa wasiat 
wajibah ialah sebahagian daripada harta peninggalan yang diperuntukan oleh undang-
undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum kakek atau nenek 
atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bahagian 
daripada harta peninggalan kakek atau nenek mereka karena didinding (dihijab) oleh 
bapak atau ibu saudara mereka. Justeru itu, diberi kepada mereka dengan kadar dan 
syarat-syarat tertentu sebagai wasiat dan bukannya sebagai pusaka. 
48
 
Di Indonesia sendiri pemikiran tersebut telah ada, baik dalam konteks hukum 
adat yang berkembang di berbagai tempat maupun pemberlakuan hukum positif 
dalam bentuk perundang-undangannya. Diantara peraturan yang telah ada dan 
diberlakukan di Indonesia sebelum ini adalah sbb: 
1. Staatblaad 1917 No. 129 
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 1989. 
3. UU No. 6 Tahun 1974 tentang Kentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan 
Sosial. 
4. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. 
                                                          
48
Ibid., h. 20-21. 
 
40 
 
5. UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
6. Keputusan Menteri Sosial RI No. 13 Tahun 1993 tentang petunjuk 
Pelaksanaan Pengangkatan Anak. 
7. Keputusan Menteri Sosial RI No. 2/HUK/1993, Penyempurnaan Lampiran 
Keputusan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan 
Anak. 
8. Keputusan Menteri Sosial RI No.58/HUK/1985 tentang Pertimbangan anak 
angkat antara warganegara Indonesia dan warganegara asing (Inter Country 
Adoption). Bahkan untuk itu pula, negara menyikapinya secara khusus 
dengan memberlakukan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
yang dalam butir Pasal 39, 40 dan 41 diatur perlindungan anak terhadap anak 
angkat. 
Berangkat dari sini pula, dimana secara sosiologis anak angkat adalah anak 
yang secara sengaja diambil karena adanya kepentingan orang tua angkat dan anak 
angkat itu sendiri, kepentingan mana adalah sebagai pengganti bagi anak kandung 
dalam tujuan kasih sayang. Maka wajar jika anak angkat tersebut memperoleh suatu 
hak kenikmatan harta dari orang tua angkatnya. Dengan asumsi tersebut ditambah 
dengan kebolehan adanya wasiat dalam hukum Islam, para yuris Islam di Indonesia 
memuat pasal wasiat wajibah dengan butir pasal 209 ayat (2) bahwa  anak yang tidak 
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menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan 
orang tua angkatnya.
49
 
Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum 
meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan 
untuk member wasiat harta bagi anak angkatnya. Meskipun pasal-pasal tentang 
wasiat dari pasal 194 s/d pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban bagi orang tua 
angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 
KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternative jalan terakhir jika orang 
tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya. 
Menurut M. Marwan, perbedaan yang pokok dari sistem pengangkatan anak 
dalam hukum Islam dan lainnya adalah bahwa dalam hukum Islam sebenarnya 
merupakan hadhanah atau anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak merubah 
hubungan nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat, saudara 
angkat, dan lainnya.  
Sementara anak dalam tradisi di luar hukum Islam seperti yang disebut oleh 
JCT Simorangkir adalah “Mengangkat seorang anak orang lain sebagai anak sendiri 
dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung” sedangkan menurut Bryan A 
Garner yang dikutip oleh Rifyal Ka‟bah adalah “penciptaan hubungan orang tua dan 
anak oleh perintah Pengadilan antara dua pihak yang biasanya tidak mempunyai 
hubungan (keluarga).  
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Sedangkan Subekti memahami anak angkat adalah pengangkatan anak sebagai 
anak kandung. Jadi yang tadinya tidak mempunyai hubungan darah dengan Ayah dan 
ibu angkatnya, setelah adopsi dianggap sebagai anak sendiri. Pengertian 
pengangkatan anak tersebut adalah pengertian menurut hukum waris Belanda yang 
masih dipakai di Indonesia pada saat ini. Pengertian seperti ini belum memenuhi 
kebutuhan umat Islam dalam pengangkatan anak. 
Kompilasi Hukum Islam telah menjembatani kenyataan demikian untuk 
menempatkan anak angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melalui hak 
kewarisan seperti sebagian pendapat yang mengambil dasar pada hukum adat. 
Kemudian Kompilasi Hukum Islam memasukan kerabat seperti para cucu dalam 
bagian warisan melalui jalur ahli waris pengganti, oleh karena orang tua dan kerabat 
dekat telah memiliki hak waris sehingga KHI memberikan hak wasiat tersebut kepada 
anak angkat. Cara ini berbeda dengan kebanyakan di Negara-negara mayoritas 
muslim dimana wasiat wajibah diperuntukan bukan terhadap anak angkat tetapi 
kepada kerabat sedarah yang tidak memperoleh hak warisnya karena terhadap oleh 
penghalang warisan. 
B. Pengertian dan Dasar Hukum menurut KHI di Indonesia 
1. Pengertian Wasiat 
Secara etimologi wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh 
kasih sayang, menyuruh dan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. 
Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian 
kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia berhak 
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memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian kepada orang lain 
tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang 
diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal. 
Wasiat menurut KHI adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang 
lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (psl. 171 huruf 
f KHI).
50
 
Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf f menyebukan bahwa wasiat adalah 
pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan 
berlaku setelah pewaris meninggal dunia. 
Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa wasiat itu akan mempunyai 
kekuatan hukum apabila orang yang berwasiat telah meninggal dunia. Dengan 
demikian wasiat merupakan pemberian yang digantungkan pada kejadian tertentu, 
baik pemberian itu dengan atau tampa persetujuan dari yang diberi. 
Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu meskipun 
wasiat merupakan transaksi tabarru (kebaikan tampa menuntut imbalan), agar 
perlaksanaannya mempunyai kekuatan hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar 
diperoleh ketertiban dan kepastian hukum.
51
 
Selanjutnya pengertian wasiat wajibah  
Menurut Prof. DR.H.Ahmad Sukardja, SH : 
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Yang dimaksud dengan wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di 
Indonesia ialah wasiat yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan oleh 
orang tua angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak atau orang 
tua angkat. 
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M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa, makna wasiat wajibah itu ialah 
seseorang yang dianggap menurut hokum telah menerima wasiat meskipun tidak ada 
wasiat secara nyata (in concreto). Anggapan hukum itu lahir dari asas apabila dalam 
suatu hal hukum telah menetapkan wajib berwasiat, maka ada atau tidak ada wasiat 
dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya.
53
 
Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah itu merupakan 
pembebanan terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena orang 
tersebut pada waktu hidupnya seharusnya berwasiat   kepada orang tertentu yang 
memiliki hubungan sosial yang sangat erat, tetapi dia tidak berwasiat, maka menurut 
undang-undang atau peraturan dianggap telah berwasiat.   
Di dalam terminologi hukum perdata positif, sering disebut dengan istilah 
testament. Namun demikian, ada perbedaan-perbedaan prinsipil antara wasiat 
menurut hukum Islam dan testament, terutama yang menyangkut kriteria dan 
persyaratannya. Kompilasi Hukum Islam mencoba mengambil jalan tengah, yaitu 
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meskipun wasiat merupakan transaksi tabarru‟, agar pelaksanaannya mempunyai 
hukum, perlu ditata sedemikian rupa, agar diperoleh ketertiban dan kepastian hukum. 
2. Dasar Hukum Wasiat menurut KHI di Indonesia 
Dalam fikih Islam wasiat wajibah didasarkan pada suatu pemikiran, di satu sisi 
dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang yang dekat 
dengan pewaris tetapi secara syar‟i tidak memperoleh dari jalur faraidh, pada sisi lain 
keempat Imam Mazhab telah mengharamkannya, jika hal itu akan memberikan 
mudharat bagi ahli waris. 
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Pendapat tersebut didasarkan kepada adanya hadis yang diriwayatkan oleh 
Sa‟id bin Manshur dengan isnad yang sahih, berkata ibn „Abbas: “Merugikan ahli 
waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar”. Hadis ini diriwayatkan juga oleh an-
Nasai secara marfu‟ dan rijal hadisnya orang-orang terpercaya. 
Kemudian Sayid Syabiq, Fikih al-Sunnah, tidak secara tegas menyebut anak 
angkat, dengan mengutip pendapat jumhur ulama yang menjelaskan: 
Jumhur ulama berpendapat : barang siapa mewasiatkan sepertiga hartanya 
dijalan kebaikan maka wasiatnya sah dan harta yang diwasiatkan tersebut tidak boleh 
diberikan kepada ahli waris. 
Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kepada kami dan Malik, dan 
nafi‟, dari Abdullah bin Umar ridha Allah terhadap keduanya, bahwa Rasulullah saw 
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bersabda: Tiada seorang muslim yang mewasiatkan hartanya kecuali wasiatnya akan 
ditulis oleh malaikat. 
Selanjutkan dijelaskan di dalam hadis sebagai berikut: 
Terjemahnya:  
Abdullah bin Yusuf telah meriwayatkan kepada kami Malik, dari Nafi‟, dari 
Abdullah bin Umar ridha Allah terhadap keduanya, bahwa Rasulullah saw 
bersabda: Tiada seorang muslim yang mewasiatkan hartanya kecuali wasiatnya 
akan ditulis oleh Malaikat”. 
 
Berdasarkan nash-nash dan tafsir di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 209 
KHI, sesuai dengan teori mashlahah al-ummah, maka anak angkat dapat memperoleh 
bagian sebagai wasiat wajibah dari harta warisan dengan rekonstruksi pemikiran 
sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam Islam, anak angkat “dibolehkan” sebatas pemeliharaan, 
pengayoman, dan pendidikan, dan dilarang meberi status sebagai layaknya  
anak kandung. Kalimat ini hendaklah dimuat dalam pertimbangan hukum, 
setiap putusan/penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama. 
2. Bahwa anak angkat dapat memperoleh harta dari orng tua angkatnya 
berdasarkan wasiat yang bersarnya tidak melebihi 1/3 (sepertiga) hart orng tua 
angkatnya yang telah meninggal dunia, bila orang tua angkatnya tidak 
meninggalkan wasiat ia dapat diberi berdasarkan wasiat wajibah. 
3. Bahwa pemberian wasiat wajibah tidak boleh merugikan hak-hak dari ahli 
waris. 
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Haramnya merugikan ahli waris: seorang diharamkan untuk memberikan wakaf 
yang dapat merugikan ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah saw: Islam 
tidak memudharatkan dan dimudharatkan. 
Besarnya wasiat wajibah tersebut tidak boleh melebihi bagian ahli waris. Bila 
harta orang tua angkat hanya sedikit, belum memadai untuk mensejahterakan 
ahli warisnya, maka tidak ada wasiat wajibah untuk anak angkat yang telah 
dilarang oleh Allah SWT memperlakukan sebagai anak sendiri, sama saja 
dengan menentang hukum Allah. 
 
4. Bahwa bila ada sengketa tentang status anak angkat, harus dibuktikan dengan 
adanya putusan pengadilan. 
5. Bahwa bila ada sengketa tentang wasiat atau wasiat wajibah bagi anak angkat, 
maka harus ada putusan pengadilan yang menyatakan anak angkat tersebut 
berhak atas wasiat wajibah dalam praktek dikumulasi dengan sengketa 
kewarisan, tetapi petitum khusus untuk dinyatakan berhak mendapat wasiat 
wajibah tidak ada, karena ketentuan dalam KHI bersifat imperative, harusnya 
bersyarat merujuk kepada nash al-Qur‟an yang mensyaratkan pewaris 
meninggalkan harta banyak, demikian ulama tafsir telah menafsirkan kata 
khairan.
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               
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Artinya: 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) 
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan 
karib kerabatnya secara ma'ruf, (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang 
bertakwa.
56
 
 
Dalam fikih Islam, wasiat wajibah umumnya lebih didasarkan kepada 
pemikiran akal, yang di satu sisi dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan 
kepada orang-orang yang dekat dengan pewaris, tetapi secara syar‟I tidak 
memperoleh bagian dari jalur faridh. Namun di sisi lain yang lain, keempat Imam 
Mazhab mengharamkannya jika hal itu akan memberikan mudharat bagi ahli waris.
57
 
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga tidak menegaskan status hukum 
wasiat itu. Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum wasiat. Mayoritas 
ulama berpendapat bahwa wasiat tidak fardhu „ain, baik kepada kedua orang tua atau 
kerabat yang sudah menerima warisan. Begitu juga kepada mereka yang karena 
sesuatu hal tidak mendapat bagian warisan. Alasannya: 
Pertama, andaikata wasiat itu diwajibkan, niscaya Nabi saw telah menjelaskan 
pula beliau menjelang meninggal, tidak berwasiat apa-apa.  
Kedua, para sahabat dalam prakteknya juga tidak melakukan wasiat. Namun 
menurut Sayid Sabiq, para sahabat mewasiatkan sebagian hartanya untuk taqarrub 
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kepada Allah swt. Menurut Mayoritas Ulama, kebiasaan semacam itu dinilainya 
sebagai ijma‟ sukuti (konsesus secara tidak langsung). Bahwa wasiat bukan fardu‟ain. 
Ketiga, wasiat adalah pemberian hak yang tidak wajib diserahkan pada waktu 
yang berwasiat meninggal dunia. Argumentasi yang diajukan Mayoritas Ulama, tidak 
cukup kuat meskipun rasional. Sebab bagaimanapun juga, tindakan wasiat ini akan 
sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang, apakah pada saat ia akan 
meninggal, mempunyai cukup harta atau tidak.
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C. Rukun dan Syarat 
Sebelum dikemukakan syarat dan rukun wasiat wajibah terlebih dahulu 
dikemukakan syarat dan rukun wasiat secara umum dalam Kompilasi Hukum Islam. 
Sesuai dengan pengertian wasiat, yang tercantum dalam pasal 171 huruf (f) 
yaitu: wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau 
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Dengan definisi 
tersebut berarti menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat mempunyai rukun sebagai 
berikut : (1) Pewasiat (mushi), (2) Penerima Wasiat (mushalahu), (3) benda yang 
diwasiatkan (mushabihi).
59
 Adapun syarat-syarat wasiat yang mengikuti rukun, 
selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Pewasiat  (mushi) 
seseorang dapat mewasiatkan harta bendanya, harus memenuhi syarat yaitu:  
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Pertama; setelah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, umur 21 tahun telah 
dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sendiri 
sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-
undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan 
luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, 
misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.
60
 Kedua; berakal sehat dan, 
ketiga; wasiat tersebut harus dibuat tanpa paksa. Hal ini dinyatakan dalam pasal 194 
ayat (1).
61
  
Rupanya Kompilasi Hukum Islam tidak menggunakan ukuran-ukuran yang 
tidak mengandung kepastian hukum untuk menentukan apakah seseorang itu cakap 
atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, melainkan mempergunakan batas 
umur, yakni sekurang-kurangnya 21 tahun. Angka ini pula yang dipergunakan oleh 
KUH perdata untuk menentukan apakah orang tersebut sudah dewasa atau belum. 
Akan tetapi, sesungguhnya pasal 194 ayat (10) yang menegaskan batas umur tersebut 
harus diikuti pengecualian, yaitu : kecuali orang-orang yang telah melangsungkan 
perkawinan. Walaupun sebenarnhya pengecualian ini tidak dicantumkan secara tegas, 
tetap harus dianggap ada, sebab pasal 15 ayat (1) menegaskan batas minimal umur 
bisa kawin adalah laki-laki 19 tahun perempuan 16 tahun. Pasal 15 ayat (1) 
selengkapnya berbunyi : 
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Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh 
dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan 
dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-
kurangnya berumur 19 tahun dan isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
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Setelah seseorang melangsungkan perkawinan, meskipun belum berumur 21 
tahun harus dianggap telah dewasa, yang berarti cakap melakukan perbuatan hukum, 
termasuk membuat wasiat. 
Agar seseorang dapat menyatakan kehendaknya, maka ia harus berakal sehat. 
Syarat-syarat ini logis, dan harus disertakan, sebab jika tidak akan sulit diketahui 
apakah seseorang benar-benar ingin mewasiatkan harta bendanya atau tidak.  
2. Penerima Wasiat (mushalahu) 
Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai penerima 
wasiat. Meskipun demikian, dari pasa171 huruf (f) dapat diketahui bahwa peerima 
wasiat adalah (1) Orang, dan (2) Lembaga. Di samping itu pasal 196 Kompilasi 
Hukum Islam juga menegaskan bahwa dalam wasiat, baik secara tertulis maupun 
secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa-siapa atau lembaga apa 
yang ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan. 
Pada dasarnya setiap orang, kecuali pewasiat sendiri, dapat menjadi penerima 
wasiat. Ada beberapa pengecualian mengenai hal ini, sebagaimana tercantum dalam 
pasal 195 ayat (3), pasal 207, dan pasal 208. Orang-orang yang tidak dapat diberi 
wasiat adalah: 
a. Ahli waris; kecuali wasiat tersebut disetujui oleh semua ahli waris lainnya. 
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b. Orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang dan orang yang 
memberi tututan kerohanian sewaktu ia (pewasiat) menderita sakit hingga 
meninggalnya, kecuali ditentukan dengan tegas dan jelas untuk membalas jasa. 
c. Notaris dan saksi-saksi yang berkaitan dengan pembubuatan akta wasiat.63 
Kompilasi Hukum Islam telah menegaskan bahwa pada dasarnya ahli waris 
tidak dapat diberi wasiat, kecuali disetujui oleh semua ahli waris.  
Orang yang sakit lazimnya tidak berdaya baik mental maupun fisik. Oleh 
karena itu, mudah sekali timbul rasa simpati pada diri orang yang sakit itu terhadap 
orang-orang yang menolongnya.  
Dalam keadaan demikian untuk mencegah berlebih-lebihnya perwujudan 
perasaan yang demikian ini, maka diadakan pembatasan-pembatasan oleh hukum, 
supaya pihak-pihak lain (misalnya ahli waris) tidak dirugikan.barangkali ketentuan 
sebagaimana tercantum dalam pasal 207 itu dilatarbelakangi oleh konsep bahwa tidak 
tepat untuk mengatakan persasaan si sakit yang demikian itu sebagai “tidak berakal 
sehat”, tetapi sesungguhnya tidak sehat. Akan tetapi, yang agak mengaburkan 
penafsirang ditentukan dengan jelas dan tegas untuk membalas jasa.
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Sangat logis apabila ditentukan bahwa notaris dan saksi-saksi yang berkaitan 
dengan pembuatan akta tidak diperbolehkan menerima wasiat. Jika mereka 
dierbolehkan menerima wasiat, dikhawatirkan mereka akan menyalahgunakan 
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kedudukannya, misalnya mengubah atau mengganti isi wasiat untuk keutungan 
mereka sendiri. 
3. Benda yang diwasiatkan (mushabihi) 
Pasal 171 huruf (f) menyatakan”suatu benda” sebagai sesuatu yang dapat 
diwasiatkan. Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang pengertian benda dalam 
Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu perkataan benda dalam pasal tersebut harus 
ditafsirkan sebagai benda dalam arti yang lazim, yaitu sebagai barang yang berwujud 
yang dapat ditangkap dengan panca indera. Dengan perkataan lain, benda adalah 
segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.
65
 Disamping itu, meskipun hanya 
tersirat, Kompilasi Hukum Islam membedakan benda yang dapat diwasiatkan ke 
dalam benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hal ini dapat disimpulkan dari 
ketentuan pasal 200. 
Adapun jenis benda yang diwasiatkan, tetapi ada syarat yang melekat pada 
hubungan hukum antara pewasiat dengan benda yang diwasiatkan, yaitu harus 
menrupakan hak dari pewasiat. Syarat ini logis, karena pada dasarnya suatu wasiat 
berisi pemindahan hak. Oleh karena itu, yang berhak memindahkan hak itu harus 
orang yang memiliki hak untuk itu. 
4. Bentuk Wasiat 
Menurut pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Wasiat dapat dilakukan denga cara 
(1) lisan, dan (2) tertulis. Berdasarkan pasal ini pula, menegaskan bahwa suatu wasiat 
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yang dilakukan secara lisan maupun secara tertulis, harus dilakukan di hadapan dua 
orang saksi atau di hadapan notaris.  
Dapat dipahami bawa dua orang saksi ini merupakan jumah minimal yang 
diperbolehkan. Artinya dapat saja wasiat dilakukan di hadapan lebih dari dua orang 
saksi. Adapun wasiat yang ditujukan kepada ahli waris, maka persetujuan ahli waris 
atau para ahli waris lainnya itu dapat dubuat secara lisan maupun tertulis. 
Menurut ayat (4) pasal 195, persetujuan lisan maupun tulisan dibuat dihadapan 
dua orang saksi di hadapan notaris.
66
 Mengingat pelaksanaan waiat itu setelah 
pewasiat meninggal dunia, maka sangat tepat apabila pewasiat menyatakan wasiatnya 
di hadapan saksi-saksi di hadapan notaris, untuk menghindari jangan sampai setelah 
pewasiat meninggal dunia, ahli waris tidak mengakui adanya wasiat dari orang 
tuannya, sehingga maksud baik dari orang tuanya untukberamal saleh tidak 
terlaksana. 
5. Batalnya Wasiat 
Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut: 
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: 
a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya 
berat kepada pewasiat. 
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b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa 
pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukumam lima 
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 
c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat 
untukmembuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon 
penerima wasiat. 
d. dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat 
wasiat dari pewasiat. 
(2) Wasiat menjadi bataal  apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: 
a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia 
sebelum meninggalnya pewasiat 
b. mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya. 
c. Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah sebelum meninggalnya 
pewasiat. 
(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.67 
6. Shigat/Ikrar 
Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis maupun dengan isyarat. Isi 
dari Kompilasi Hukum Islam, semua rukun dan syarat dijadikan satu bersamaan 
dengan prosedur pelaksanaannya yang diatur dari pasar 194 sampai dengan pasal 209, 
seperti sebagai berikut: 
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Pasal 194: 
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan 
tampa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang 
lain atau lembaga. 
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat. 
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini baru 
dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia. 
Terhadap pasal 194 ayat (1), tidak diketahui mengapa KHI memberi batasan 
pada umur 21 tahun yang, berbeda dengan hukum perkawinan yang menentukan 
ukuran kedewasaan adalah umum 17 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria 
sebagai batas kedewasaan.  
Selanjutnya syarat dan rukun wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, 
tidak ditetapkan secara khusus rincian syarat dan rukun wasiat wajibah. Akan tetapi 
dengan melihat pada bunyi pasal 209 harta Kompilasi Hukum Islam yaitu: 
(1) harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan 
pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 
menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta 
warisan anak angkatnya 
D. Kadar Pemberian Wasiat 
Dalam Kompilasi Hukum Islam yang sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan 
Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak 
boleh lebih dari 1/3 (spertiga) harta. Sebgaiman tertmaktub dalam pasal 209 ayat (2) 
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yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
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Menurut pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak berdasarkan 
aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan memperoleh hak kewarisan, 
karena dia bukan ahli waris. Dalam Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat secara 
serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat 
wajibah) maksimal sebanyak 1/3 dari harta yang ditinggalkan untuk anak angkatnya, 
atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua angkatnya, dimana harta tersebut dalam 
sistem pembagiannya bahwa sebelum dilaksanakan pembagian warisan kepada ahli 
warisnya, maka wasiat wajibah harus ditunaikan terlebih dahulu. 
Penerapan adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam pasal 209 dengan 
cara pemahaman bahwa jumlah 1/3 harta adalah jumlah maksimal dan itupun hanya 
diberlakukan saat tidak ada anak-anak langsung maupun ahli waris pengganti dari 
pewaris. Pada saat mereka masih ada maka para hakim agama dapat menetapkan 
bagiannya hanya 1/6 harta agar tidak terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga dan 
tetap memelihara hubungan sosial antara mereka.
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Jadi dalam penentuan besarnya jumlah harta yang harus diberikan pewasiat 
kepada penerima wasiat adalah tidak boleh lebih dari 1/3 itupun apabila tidak ada ahli 
waris, dan jikalau ada ahli waris yang ditinggalkan dan ahli waris yang ditinggalkan 
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tersebut merasa 1/3 itu terlalu banyak maka para hakim agama dapat menetapkan 
bagian anak angkat hanya 1/6. Hal itu dilakukan demi menjaga kemashlahatan antara 
ahli waris dan anak angkat yang ditinggalkan. Dan wasiat tersebut wajib diberikan 
sekalipun ahli waris tidak menyetujuinnya. 
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BAB IV 
ANALISIS KONSEP WASIAT WAJIBAH PERSPEKTIF IBNU HAZM DAN 
RELEVANSINYA DENGAN KHI DI INDONESIA 
 
A. Persamaan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm dengan KHI di 
Indonesia. 
Ketentuan wasiat wajibah menurut Ibnu Hazm dengan wasiat wajibah yang 
terdapat dalam KHI, antara keduanya terdapat persamaan. 
Dalam hal ini antara Ibnu Hazm dengan Kompilasi Hukum Islam sama-sama 
mewajibkan adanya wasiat. Dan dalam penentuan kadar perolehan harta atau benda 
yang diberikan kepada penerima wasiat antara keduanya Ibnu Hazm dengan 
Kompilasi Hukum Islam sama-sama memberikan batasan untuk tidak melebihi 1/3 
dari harta yang ditinggalkan pewasiat. Ibnu Hazm dengan KHI mendasarkan 
pendapat tersebut sesuai dengan hadis Nabi saw yang berbunyi: 
Artinya: 
Dari Sa‟ad bin Abi Waqaas, ia berkata: Saya berkata ya Rasulullah! Saya 
mempunyai harta dan tidak ada yang mewarisi saya melainkan seorang anak 
perempuan saya, oleh karena itu, bolehkah saya bershadaqa dengan dua pertiga  
harta saya? Sabdanya “Tidak”. Saya bertanya: bolehkah saya bershadaqah 
dengan seperdua? Sabdanya: “Tidak”. Saya bertanya: bolehkah dengan 
sepertiga? Sabdanya “Boleh sepertiga, tetapi sepertiga itu banyak, karena 
sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu di dalam keadaan 
berkecukupan, lebih baik dari pada engkau tinggalkan mereka di dalam keadaan 
papa, meminta-meminta kepada manusia”. 
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Hadis tersebut memberi batasan bahwa maksimal wasiat itu adalah sepertiga 
(1/3) dari harta peninggalan, agar supaya keturunannya atau ahli warisnya tidak akan 
merasakan kesusahan dalam hidupnya. 
B. Perbedaan Konsep Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm dengan KHI di 
Indonesia 
Perbedaan konsep wasiat wajibah antara pemikiran Ibnu Hazm dengan 
Kompilasi Hukum Islam adalah terhadap orang yang berhak menerima wasiat 
wajibah. 
Menurut Ibnu Hazm bahwa yang berhak menerima wasiat wajibah adalah orang 
tua, dan kerabat, baik disebabkan karena tidak memiliki hak waris, maupun 
disebabkan  karena orang tua atau kerabat yang sudah tidak beragama Islam (non 
muslim) wajib diberi wasiat. Karena Ibnu Hazm menganggap bahwa orang tua dan 
kerabat itu adalah orang-orang yang tidak boleh ditelantarkan sekalipun mereka tidak 
mendapat hak waris ataupun telah keluar dari agama Islam, dan oleh karena orang tua 
dan para kerabat itu sudah tidak memiliki hak waris makannya diberikan wasiat 
wajibah.  
Untuk masalah harta yang ditinggalkan, walaupun harta yang ditinggalkan itu 
sedikit atau banyak, maka wasiat itu tetap harus dilakukan, demi terpenuhinya 
kewajiban wasiat.  
Ibnu Hazm adalah salah seorang yang beraliran mazhab Ad-Dhahiri, yaitu 
sebuah aliran yang hanya bermetode pada al-Quran dan Hadis dalam menggali suatu 
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hukum, sehingga Adanya pendapat Ibnu Hazm tentang wajibnya wasiat kepada orang 
tua dan kerabat, karena beliau mengambil arti zahir atau arti harfiah nas al-Quran dan 
hadis, hal itu dikarenakan Ibnu Hazm menganggap ayat wasiat yang telah 
dicantumkan dalam al-Quran adalah mutlak dan tidak di mansukh oleh hadis yang 
menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. 
Sedangkan dalam KHI hak wasiat wajibah lebih diperuntukan kepada anak 
angkat, dengan alasan banyaknya pengangkatan anak di Indonesia, dimana anak yang 
di angkat sebagai anak sejak kecil, dipelihara bahkan dikasih sayangi layaknya 
sebagai anak sendiri. Persoalannya adalah dalam beberapa kasus ketika orang tua 
angkatnya telah meninggal dunia saudara orang tua angkat akan datang dan 
mengambil harta peninggalan orang tua angkat tampa memperdulikan nasip anak 
angkat. Alasan mereka didasarkan pada hukum kewarisan bahwa anak angkat 
bukanlah ahli waris dari orang tua angkatnyu. Berdasarkan norma inilah, beberapa 
kasus terlantarnya anak angkat dan tidak adanya pembelaan terhadap mereka 
memungkinkan timbulnya pemikiran untuk melindungi mereka. 
Atas dasar ini pula Kompilasi Hukum Islam menunjuk wasiat wajibah 
ditujukan kepada anak angkat bukan pada cucu seperti yang ada di Mesir dan umum 
Negara mayoritas Islam di Timur Tengah. Sebab para cucu dalam Kompilasi Hukum 
Islam telah mendapat bagian mereka melalui ahli waris pengganti. 
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C. Wasiat Wajibah Menurut Ibn Hazm dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia 
Wasiat wajibah yang dimaksudkan oleh Ibnu Hazm adalah wasiat yang wajib 
diberikan kepada orang tua dan kerabat yang tidak memperoleh hak waris lagi, dan 
penunjukan penerima wasiat tersebut mutlak di berikan kepada orang tua atau kerabat 
yang masih memiliki hubungan nasab dengan pewasiat. Dan dalam hal berapa banyak 
hak perolehan wasiat yang harus diberikan itu tergantung dari ahli waris yang di 
tinggalkan, dan pemberiannya dapat diberikan sejumlah yang mereka anggap layak 
asalkan tidak melebihi 1/3 harta dengan batas minimal 2/3 dari jumlah wasiat yang di 
izinkan, dan tidak merugikan ahli waris yang di tinggalkan.  
Ibnu Hazm menyatakan wasiat boleh diberikan ke pada seluruh kerabat yang 
tidak mewarisi dan boleh juga dipilih hanya kepada tiga orang saja. Dan yang 
berkewajiban melaksanakan (mengubah) wasiat tersebut adalah ahli waris atau 
pemegang wasiat, dan apabila orang yang meninggal dan orang tersebut tidak 
berwasiat, maka hartanya haruslah disedekahkan sebagian untuk memenuhi 
kewajiban wasiat tersebut, dan dilaksanakan oleh ahli waris yang ditinggalkan. 
Menurut Ibnu Hazm ada wasiat yang wajib dan ada wasiat yang sunat 
(ikhtiariah). Wasiat wajib diperuntukan kepada kerabat yang tidak mewarisi 
sedangkan wasiat ikhtiariah terserah kepada keinginan si pewasiat. Dan seorang 
pewasiat bebas memilih anggota kerabat yang akan dia beri wasiat, asal jumlahnya 
tidak kurang dari tiga orang. Sekiranya dia ingin melakukan wasiat ikhtiariah di 
samping wasiat wajib itu, maka hanya boleh dalam batas sepertiga dari jumlah wasiat 
yang diizinkan. 
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Kewajiban wasiat menurut Ibnu Hazm bersifat qada‟I, dalam arti ahli waris 
yang ada akan bertindak untuk melakukan wasiat atas nama orang yang telah 
meninggal sekiranya dia tidak berwasiat. Dan wasiat wajibah tersebut berkenaan 
dengan anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena terhijab maupun karena 
terhalang.  
Wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibnu Hazm dan wasiat wajibah yang 
terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila di tinjau dari segi penerima wasiat 
sangat tidak sejalan karena Ibnu Hazm mencantumkan orang tua dan kerabat sebagai 
penerima wasiat, sedangkan Kompilasi Hukum Islam meberikan hak wasiat kepada 
anak angkat dan orang tua angkat. Dan apabila ditinjau dari segi syarat harta yang 
harus diwasiatkan Ibnu Hazm tetap mengharuskan atau mewajibkan wasiat sekalipun 
harta yang ditinggalkan itu tergolong sedikit, namun harta yang ditinggalkan tetap 
harus di sedekahkan demi terpenuhinya kewajiban wasiat tersebut. Sedangkan dalam 
Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu mengharuskan adanya pemberian wasiat 
tersebut, karena lebih melihat kepada kondisi harta dan ahli waris yang ditinggalkan.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni 
suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan 
bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat 
atau tidak membuat wasiat. 
Akan tetapi, sebagian  ulama berpendapat bahwa  kebebasan untuk membuat 
wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat. 
Namun dalam hal ini Ibnu Hazm berpendapat bahwa kewajiban wasiat itu 
tetap ada sekalipun seorang sebelum meninggal tidak melakukan wasiat tetap saja 
ahli waris atau pemegang wasiat yang ditinggalkan berkewajiban mengeluarkan harta 
si pewaris sesuai dengan pertimbangan dan ketulusan masing-masing, demi 
terlaksananya kewajiban wasiat tersebut. Dan dalam hal siapa saja yang berhak 
menerima wasiat Ibnu Hazm mencantumkan orang tua atau kerabat sebagai penerima 
wasiat dengan batas tidak lebih dari sepertiga (1/3) harta yang ditinggalkan oleh 
pewaris. Dan sekiranya pewasiat tidak mewasiatkannya kepada kerabat, maka dua 
pertiga (2/3) dari wasiatnya tersebut harus dialihkan kepada kerabat dan hanya 
sepertiga (1/3) yang diserahkan sesuai dengan “wasiat asli”.  
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Sedangkan Kompilasi Hukum Islam membuat terobosan baru dengan 
memberikan hak wasiat kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sebgaiman 
tertmaktub dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima 
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua 
angkatnya. 
Dasar filosofis ini memberi gambaran bahwa seharusnya sebelum 
meninggalnya orang tua angkat, maka bagi orang tua angkat tersebut diwajibkan 
untuk memberi wasiat harta bagi anak angkatnya. Meskipun pasal-pasal tentang 
wasiat dari pasal 194 s/d pasal 209 tidak menyebut tentang kewajiban bagi orang tua 
angkat sewaktu hidupnya namun dapat dimaklumi bahwa pemberlakuan pasal 209 
KHI ayat (2) tentang wasiat wajibah merupakan alternative jalan terakhir jika orang 
tua angkat sewaktu hidupnya tidak sempat memberi wasiat kepada anak angkatnya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban dari pokok permasalahan dari 
skripsi ini adalah sebagai berikut: 
1. Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif Ibnu Hazm adalah 
pemberian kepemilikan harta dari pewasiat  baik harta yang ditinggalkan 
tersebut banyak ataupun sedikit yang wajib diberikan kepada orang tua atau 
kerabat yang sudah tidak memiliki hak waris baik yang sebabkan oleh karena 
orang tua atau kerabatnya telah menjadi budak atau kufur (non muslim), yang 
akan berlaku setelah pewasiat meniggal dunia. 
2. Apa yang dimaksud konsep wasiat wajibah perspektif KHI di Indonesia 
adalah Menurut Prof. DR.H.Ahmad Sukardja, SH : Yang dimaksud dengan 
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wasiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ialah wasiat 
yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang diberikan oleh orang tua 
angkat atau anak angkat yang tidak menerima wasiat dari anak atau orang tua 
angkat. 
Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa wasiat wajibah itu merupakan 
pembebanan terhadap harta seseorang yang telah meninggal dunia, karena 
orang tersebut pada waktu hidupnya seharusnya berwasiat   kepada orang 
tertentu yang memiliki hubungan sosial yang sangat erat, tetapi dia tidak 
berwasiat, maka menurut undang-undang atau peraturan dianggap telah 
berwasiat.   
3. Relevansi konsep wasiat wajibah perspektif Ibnu Hazm dengan Kompilasi 
Hukum Islam di Indonesia apabila ditinjau dari segi penerima wasiat 
sangatlah tidak sejalan karena Ibnu Hazm mencantumkan orang tua atau 
kerabat yang telah kehilangan hak warisnya sebagai penerima wasiat 
sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan hak wasiat kepada 
anak angkat dan orang tua angkat. Dan apabila di tinjau dari segi syarat harta 
yang diwasiatkan Ibnu Hazm tetap mengharuskan atau mewajibkan pemberian 
wasiat sekalipun harta yang detinggalkan itu sedikit demi terpenuhinya 
kewajiban wasiat. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak terlalu 
mengharuskan adanya pemberian wasiat tersebut, karena lebih melihat kepada 
kondisi harta dari ahli waris yang ditinggalkan. 
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Dengan demikian antara wasiat wajibah yang dimaksudkan Ibnu Hazm 
dengan wasiat wajibah yang dimaksudkan dalam Kompilasi Hukum Islam sangat 
tidak sejalan khususnya dalam hal yang berhak menerima wasiat wajibah. 
B. Kritik dan Saran  
Adapun kritik dan saran yang menjadi tilikan adalah mengingat wasiat 
wajibah merupakan salah satu pemindahan hak milik yang sah menurut hukum maka 
diharapkan kepada pemangku kepentingan untuk membuat peraturan yang progresif 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat masa kini dengan mengkaji ulang 
pemikiran-pemikiran para jumhur ulama seperti Ibnu Hazm.  
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